STRUKTUR PEMERINTAHAN
KOTA



GOOD GOVERNANCE

PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang
bersifat mengarahkan, mengendalikan, mempengaruhi masalah
publik untuk mewujudkan nilai tindakan dalam kehidupan
keseharian.

Negarq, swasta, dan masyarakat madani (civil society) saling
berkonstribusi.



DESENTRALISASI

Dalam pasal 18 UUD 1945, UU No. 22 tahun 1999, UU No.
25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan desenftralisasi

Pengertian : adanya fransfer kewenangan untuk
menyelenggarakan pelayanan kepada publik dari
pempus ke pemda

Alasan desentralisasi
Sistem sentralistik (jakarta sebagai pusat)
Pembagian kekayaan tidak adil dan merata
Kesenjangan sosial antara daerah-daerah



TUJUAN DESENTRALISAsi dan otonomi daerah
UTK TERCIPTANY A EFISIENSI-EFEKTIFITAS penyelenggara pemerintahan
Sarana pendidikan politik
Pemda sebagai persiapan karir politik lanjtan
Stabilitas politik
Kesetaraan polifik

Akuntabilitas publik (kewajiban pertanggungjawaban yang harus
dicapai): kepemimpinan, transparansi, intfegritas,
tanggungjawab,keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan,
konsistensi)



OTONOMI DAERAH

Secara sempit pengertian otonomi : mandiri, secara luas : berdaya
Hak dan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri
semua bidang kecuali :
Politik luar negeri
Pertahanan
Keamanan
YUsTisi
Moneter dan fiskal nasional
agama



